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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan

Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya dan

Pasal 45 Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas

Tenaga Nuklir Nomor 19 Tahun 2012 dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2012 tentang

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun

2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan

Angka Kreditnya perlu menetapkan Peraturan Kepala

Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Petunjuk Teknis

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas

Radiasi;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);
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Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang
Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5467);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai
Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan
Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 877);

Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga  Nuklir
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan
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Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

16. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas
Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA
NUKLIR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI.

Pasal 1
Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas
Radiasi ini digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi.

Pasal 2
Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan ini.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala
Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk
Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 April 2015
KEPALA BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR,
ttd
JAZI EKO ISTIYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI

BAB 1

PENDAHULUAN
Umum
Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi merupakan jabatan karir Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang memungkinkan untuk mencapai jenjang pangkat/golongan
sampai dengan Pembina Utama - IV/e sesuai dengan jabatan yang diduduki
berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya, terdapat beberapa hal yang perlu
dipahami secara mendalam oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan
dan pengelolaan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi. Pertama, jenjang jabatan
terdiri atas empat jenjang. Kedua, persentase angka kredit adalah paling sedikit
80% unsur utama dan paling banyak 20 % unsur penunjang. Ketiga, angka
kredit yang dapat dinilai dari unsur utama terdiri atas tiga unsur, yaitu :
pendidikan, pengawasan radiasi dan pengembangan profesi. Keempat, angka
kredit yang dapat dinilai dari unsur penunjang paling banyak 20 %. Kelima, masa
pemberhentian sebagai Pengawas Radiasi hanya 1 (satu) tahun setelah
pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit. Keenam, masa
berlaku setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi pertama - Ill/a
sampai dengan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi utama - IV/d adalah 5
(lima) tahun, sedangkan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi utama IV/e
adalah 1 (satu) tahun.
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